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ABSTRAK

Siska Yulianti/222012241/2016/Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap
Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama [Hir Timur
Palembang/Perpajakan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perubahan Penghasilan Tidak
Kena Pajak Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Ilir
Timur Palembang?. Tujuannya adalah untuk mengetahui Perubahan Penghasilan tidak kena pajak
terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Ilir Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama llir
Timur Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah perubahan penghasilan tidak kena pajak
dan fingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan, Data yang digunskan adalah data
sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara
dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Hlir Timur maka dapat disimpulkan
bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan 21 tidak mempengaruhi perubahan
PTKP di KPP Pratama Ilir Timur Palembang yang dikarenakan Jumlah WPOP meningkat dan
kenaikan gait dan UMK juga berperan dalam KPP tersebut di tahun 2014 mengalami penurunan
sebesar 38%, akan tetapi di tahun 2015 setelah perubahan PTKP yang telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor PMK 122/PMK.010/2015 telah mengalami kenaikan. Hal ini
dikarenakan pada penghasilan orang pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta/pekerjaan bebas
terdapat kecendrungan penghasilan yang tidak tetap atau fluktuatif .

Kata Kunci: Perubahan Penchasilan Tidak Kena Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilon
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ABSTRACT

Siska Yulianti/222012241/2016/Analysis of changes exemption Against Income Tax Revenue
Growth Rate on STO East Hir Palembang/Taxation.

The formulation of the problem in this research is How of Changes exemption Against Income Tax
Reverue Growth Rate on STO East llir Palembang?. The goal was to determine the of changes in
non-taxable income against income tax revenue growth rate frontier STO Hlir Timur.

This research is a study descriptive. This research was dine in STO East llir Palembang. The
variable in this study is the change in non-taxable income an the growth rate of income tax
revemie. The data is use collection techniques in this study were interviews and documentation
The analysis technique is use quantitative descriptive.

Based on the result of research conducted on STO East Hir it can be concluded that the rate
growth of income tax revermue 21 doesnot affect changes in taxable income on STO East llir
Palembang because the amownth WPOP increases in salaries and SMes also play a role in the
KPP in 2014 desreased by 38%, but in 2015 effect of change PTKP predetermined PMK Minister
of finance Regulation No. 122/ PMK. 010/2015 has increased. This is because the individual
income working as self-employed/ independen personal income trends are not fixed or fluctuate.

- Keywords: Changes Exemption, Income Tax Revenue

Xvi



BAB1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terus menerus
mengalami perbaikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas
perpajakan dan Kkesadaran masyarakat akan pajak demi meningkatkan
bendapatan Negara melalui pajak, dan menciptakan perekonomian yang
kondusif.

Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada setiap warga
negara yang kontraprestasi yang bersifat langsung. Penerimaan pajak bagi
suatu negara merupakan suatu pos penerimaan yang penting. Pada banyak
negara berkembang, sering kali pajak menjadi pos penerimaan terbesar,
seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia pajak menyumbangkan
pendapatan negara lebih dari 70%.

Bagi orang pribadi, penghasilan merupakan alat untuk meningkatkan
kesejahteraan. Namun, kesejahteraan itu terbentur dengan adanya pajak
penghasilan yang dapat mengurangi nilai penghasilan yang diterimanya.
Oleh karena itu, dilakukannya penyesuaian terhadap penghasilan tidak kena
pajak sangatlah diperlukan. Penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan
berdasarkan beban hidup diusulkan karena penagihan pajak yang seharusnya

dibebankan setelah semua beban hidup seorang wajib pajak dipenuhi



terlebih dahulu. Sebab, jika pajak dibebankan sebelum memperhitungkan
biaya, kesejahteraan wajib pajak akan terancam.

Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas hidup minimum
yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidap
dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pajak pajak penghasilan merupakan
pajak subjektif schingga subjek pajak perlu diperhatikan. PTKP merupakan
salah satu fasilitas dalam pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan ini.
PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang
bersangkutan. Wajib pajak yang telah menikah dan belum menikah ataupun
yang telah memiliki anak memiliki jumlah yang berbeda secara profesional.
yang ditetapkan berdasarkan beban hidup diusulkan karena penagihan pajak
yang seharusnya dibebankan setelah semua beban hidup seorang wajib
pajak dipenuhi terlebih dahulu. Sebab, jika pajak dibebankan sebelum
memperhitungkan biaya, kesejahteraan wajib pajak akan terancam.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjalankan misi untuk menghimpun
penerimaan pajak, yang dibawahi langsung Menteri Keuangan menetapkan
beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan Nilai (PPN) dan pajak
penghasilan (PPh) yang hingga akhir tahun 2015 jenis pajak yang terbesar
memberikan pemasukan kepada negara. Sampai pada akhir tahun 2015

pajak penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar.



Penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pertama kali terjadi
pada tahun jenis pajak yang terbesar memberikan pemasukan kepada
Negara. Sampai pada akhir tahun 2015 Pajak Penghasilan (PPh) memiliki
kontribusi terbesar. Direktorat Jendral Pajak dalam proses menghimpunan
pajak menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus
dibayarkan oleh wajib pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan,
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak yang berlapis yang
dikenakan terhadap penghasilan tidak kena pajak orang pribadi. Fasilitas-
fasilitas tersebut diberikan kepada wajib pajak dari WP kaya berpenghasilan
tinggi sampai dengan WP berpenghasilan menengah kebawah selain itu
fasilitas tersebut diberikan kepada agar masyarakat tidak terlalu dibebani
dengan beban pajak yang harus dibayarnya. Salah satu fasilitas yang
diberikan DJP adalah PTKP, PTKP digunakan untuk menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang
bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh/memiliki pekerjaan bebas, yang
memiliki penghasilan. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sejak
reformasi perpajakan tidak memiliki nilai yang tetap dari tahun 1983 sampai
dengan akhir tahun 2015 batasan penghasilan tersebut mengalami

perubahaan.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah mengalami
beberapa kali penyusaian, pertama kali terjadi pada tahun 1993 dengan
terbitnya KMK No. 928/KMK.04/1993 tentang perubahan Penghasilan tidak

Kena Pajak yang mulai efektif pada tahun 1994. Perubahan selanjutnya



terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1994 yang

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Berturut-turut setelah tahun

1994 perubahan itu terjadi sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1998 (KMK

NO. 361/KMK.04/1998), 2000 (UU No.17 Tahun 2000), 2004 (KMK

No.564/KMK.03/2004), 2005 (PMK No.137/PMK.03/2005), 2008 (UU

No.36 tahun 2008), 2012 (PMK No.162/PMK.011/2012), dan yang terakhir

2015 (PMK No.122/PMK.010/2015).
Tabel L1
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dosm | UONo7 | UUNo.10 | UONo.17 | SOUKMK. | PMK 13705 | UUNo36 | PMK PMK
Huk | Tohun 1983 | Tahun 1994 | Tahun 2000 | 03/2004 2005 Tahun 162PMK | 122/PMK0
um 2008 011202 | 1072015
Sat | PTKP PTKP PTKP PIKP PTKP PTKP PTKP PIKP
us Setzhun Setahun Setahun Setohun Setahun Setahun Setahun Setzhun
WP
| TRIO G60.000 | 1728000 | 2880000 ) 12000000 |  13.200.000 | 15340000 | 24.300.000 | 36.000.000
T 1440000 | 2.592000 | 4320000 | 13200000 | 14.400.000 | 17.160.000 | 26.325.000 | 39.000.000
ot
T/ 1.920.000 | 3.456.000 | 5760000 |  14.400.000 | 15.600.000 | 18480.000 | 28.350.000 | 42.000.000
02
TK 2400000 | 4320000 | 7.200.000 | 15600000 |  16.800.000 | 19.800.000 | 30.375.000 | 45.000.000
03

Sumber: Peraturan Undang-undang Perpajakan

Di KPP Pratama llir Timur Palembang khususnya, pertumbuhan wajib

pajak pada tahun 2012 tercatat mencapai jumlah 34.515.240.667 , yang

terdiri dari wajib pajak orang pribadi 14.123.849.418 dan wajib pajak pajak

badan sebanyak 20.391.391.249 (KPP Pratama Ilir Timur Palembang). Jika

disimpulkan sementara bahwa pihak Dirjen Kanwil Sumatera Selatan dan

Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan berbagai cara agar dapat




melakukan berbagai cara agar dapat menaikkan tingkat pertumbuhan

penerimaan pajak khususnya dengan kenaikkan batas PTKP.

Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan
perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang
setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global
kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP
indentik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan dalam
bentuk komsumsi maupun saving/tabungan. Dengan begitu pemasukan dari
jenis pajak yang lain seperti PPn dan pajak atas bunga dari saving/tabungan

akan meningkat.

PTKP yang disesuaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut
berada diatas Upah Minimum Kota (UMK). UMK yang rata-rata masih
berkisar 1,5 - 2,5 Juta setiap bulannya, mengakibatkan masyarakat yang
bekerja karyawan/pegawai dan buruh di Palembang melaporkan SPT
dengan pajak yang harus dibayar sebesar Rp O atau nihil, apabila
penghasilan tersebut telah atau tanpa diakumulasi dengan tunjangan namun
tetap dibawah PTKP. Setelah mengecilnya pajak yang harus dibayar WP
dengan adanya kenaikan PTKP ini dari kota di Indonesia pada umumnya
bagi Orang Pribadi yang baru berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan
buruh atau belum memiliki NPWP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan
diri untuk memiliki NPWP schingga pertumbuhan wajib pajék baru akan
mengalami penurunan, dampak yang kemudian akan timbul adalah

penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan



terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1994 yang
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Berturut-turut setelah tahun
1994 perubahan itu terjadi sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1998 (KMK
NO. 361/KMK.04/1998), 2000 (UU No.17 Tahun 2000), 2004 (KMK
No.564/KMK.03/2004), 2005 (PMK No.137/PMK.03/2005), 2008 (UU
No.36 tahun 2008), 2012 (PMK No.162/PMK.011/2012), dan yang terakhir
2015 (PMK No.122/PMK.010/2015).

Tabel 1.1
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Do | VO No7 UBNo. 10 | UONo. V7 | SOAIKMK. PMK 13703 | UGUNo36 | PMK PMK
Huk Tahun 1983 | Tahun 1994 | Tahun2000 | 0372004 2005 Tahun 162PMK | 122PMK0
um 2008 0112012 | 102015
Stat PTKP PTKP PTKP PIKP PTKP PTKP PTKP PIKP
us Setahun Setahun Setahun Setahun Setahun Setahun Setahun Setahun
wP

| TR0 960,000 | 1.728.000 | _ 2.580.000 12.000.000 13.200.000 | 15.830.000 | 24.300.000 | 36.000.000
TX/ 1440000 | 2.592.000 | 4.320.000 13.200.000 14.400.000 | 17.160.000 | 26.325.000 | 39.000.000
01

TR/ 1.920.000 | 3456000 | 5.760.000 14.400.000 15.600.000 | 18.480.000 | 28.350.000 | 42.000.000
02
T/ 2400000 | 4320000 | 7.200.000 15.600.000 16.800.000 | 19.800.000 | 30.375.000 | 45.000.000
0

Sumber: Peraturan Undang-undang Perpajakan

Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang khususnya, pertumbuhan wajib

pajak pada tahun 2012 tercatat mencapai jumlah 34.515.240.667 , yang
terdiri dari wajib pajak orang pribadi 14.123.849.418 dan wajib pajak pajak
badan sebanyak 20.391.391.249 (KPP Pratama Ilir Timur Palembang). Jika
disimpulkan sementara bahwa pihak Dirjen Kanwil Sumatera Selatan dan

Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan berbagai cara agar dapat



melakukan berbagai cara agar dapat menaikkan tingkat pertumbuhan

penerimaan pajak khususnya dengan kenaikkan batas PTKP.

Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan
perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang
setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global
kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP
indentik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan dalam
bentuk komsumsi maupun saving/tabungan. Dengan begitu pemasukan dari
jenis pajak yang lain seperti PPn dan pajak atas bunga dari saving/tabungan
akan meningkat.

PTKP yang disesuaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut
berada diatas Upah Minimum Kota (UMK). UMK yang rata-rata. masih
berkisar 1,5 - 2,5 Juta setiap bulannya, mengakibatkan masyarakat yang
bekerja karyawan/pegawai dan buruh di Palembang melaporkan SPT
dengan pajak yang harus dibayar sebesar Rp 0 atau nihil, apabila
penghasilan tersebut telah atau tanpa diakumulasi dengan tunjangan namun
tetap dibawah PTKP. Setelah mengecilnya pajak yang harus dibayar WP
dengan adanya kenaikan PTKP ini dari kota di Indonesia pada umumﬁya
bagi Orang Pribadi yang baru berprofesi scbagai karyawan/pegawai dan
buruh atau belum memiliki NPWP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan
diri untuk memiliki NPWP sehingga pertumbuhan wajib pajak baru akan
mengalami penurunan, dampak yang kemudian akan timbul adalah

penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan



B.

mengalami penurunan. Hal ini sama yang dilakukan oleh penelitian Michael
Salim (2008) “Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan

Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang”.

Penelitian ini menggunakan analisis studi kasus yang berpusat pada
penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Pada penelitian ini
menggunakan data pajak penghasilan tahunan yang didapat secara langsung
dari KPP Pratama dengan perubahan PTKP, maka peneliti ingin melihat
apakah penerimaan pajak penghasilan PPh pasal 21 Orang Pribadi akan

mengalami penurunan atau mengalami kenaikan.

Berdasarkan uraian iatar belakang diatas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perubahan Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) Terbhadap Tingkat Pertumbuhan
Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Illir Timur

Palembang”

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan
yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah
perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap tingkat
pertumbuhan pajak penghasilan (PPh) 2012-2014 dan 2015 di KPP Pratama

Palembang Ilir Timur?
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Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap

tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (PPh) 2012-2014 dan
2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak, antara lain :

a. Bagi Penulis, memberikan tambahan pengetahuan tentang Analisis
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah
dipelajari melalui teori dimasa perkuliahan dan mencoba untuk
memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan
dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian atau karya ilmiah
lainnya dimasa yang akan datang.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan bagi
perusahaan dan bahan informasi bagi instansi pemerintah mengenai
tingkat pertumbuhan jumlah pencrimaan pajak penghasilan pada KPP
Pratama Palembang Ilir Timur.

c.  Bagi Almamater, scbagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang
ingin mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah penerimaan pajak

penghasilan.



A.

BAB I

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fitri Ahmad (2009) yang
berjudul Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo.
Rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaruh perubahan penghasilan
tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui apakah perubahan
penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui apakah
pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan
pajak penghasilan pasal 21.Data yang digunakan adalah data primer. Teknik
pengumpulan data adalah metode wawancara, kuisioner dan dokumentasi.
Teknik -analisis data adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil
penelitian adalah perubahan penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan

berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh pasal 21. Kenaikan batas

- PTKP akan mampu menaikkan jumlah wajib pajak yang patut dalam

membayar pajak sehingga dengan sendirinya penerimaan PPh Pasal 21 akan

meningkat. Adapun pengaruh perubahan PTKP terhadap penerimaan PPh



Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo sebesar 37, 9% sedangkan sisanya
sebesar 62,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Michel Salim (2008) yang berjudul
Analisis Pengaruh kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. Rumusan masalah
bagaimana pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak
penghasilan pada KPP Pratama Palembang? Tujuannya untuk mengetahui
kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama
Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif.
Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data
adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah data
kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa
kenaikan PTKP mengakibatkan terjadinya penurunan dan penaikan
penerimaan perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan (PPh). Selain itu
juga kenaikan PTKP mempengaruhi jumlah wajib pajak yang ada.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Gorby jonathan (2014) yang
berjudul Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
| Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Daerah Kabupaten Kediri
(Studi Kasus Di Desa Sambireksik Kecamatan Gampengrejo).Rumusan
Masalah yaitu bagaimana Pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak

terhadap peningkatan daya beli masyarakat di daerah kabupaten kediri
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Tujuannya untuk mengetahui pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena
pajak terhadap peningkatan daya beli masyarakat didaerah kabupaten kediri.
Jenis penelitian yang digunakan asosiatif. Data yang digunakan adalah data
primer. Teknik pengumpulan data adalah kuisioner. Teknik analisis data
adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah bahwa
kenaikan dari PTKP tersebut tidak berdampak yang sangat besar terhadap
daya beli masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat berpendapat
apabila PTKP naik namun tidak disertai dengan turunnya harga kebutuhan
pokok, biayai pendidikan, dan nilai tukar rupiah maka daya beli mereka

akan tetap sama saja dengan sebelumnya.
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Tabel IL1
Persamaan dan Perbedaan

No | Nama, Tahun, Judul Persamaan Perbedaan
Penelitian

1 | Pengaruh Perubahan Sama-sama Terletak pada
Pepghasilan Tidak Kena membahas teknik
Pajak.Terhadap perubahan pengumpulan data.
Penerimaan Pajak penghasilan Penelitian
Penghasilan Pasal 21 di tidak kena sebelumnya
KPP Pratama Gorontalo. | pajak. menggunakan
Fitri Ahmad, (2014) kuesioner,

dokumentasi, dan
wawancara
sedangkan
penelitian saya
menggunakan
wawancara dan
dokumentasi.

2 | Analisis Pengaruh Sama-sama Terletak pada jenis
kenaikan PTKP Terhadap | menggunakan penelitian.
Penerimaan Pajak teknik Penelitian
Penghasilan pada Kantor | pengumpulan sebelumnya
Pelayanan Pajak Pratama | data wawancara | menggunakan jenis
Palembang. dan penelitian
Michel Salim, (2008) dokumentasi. komperatif

sedangkan
pernelitian saya
menggunakan jenis
penelitian asosiatif.

3 | Pengaruh Kenaikan Sama-sama Terletak pada objek
Penghasilan Tidak Kena | menggunakan | penelitian.

Pajak (PTKP) Terhadap teknik analisis | Penelitian
Peningkatan Daya Beli kualitati€ dan sebelumnya di
Masyarakat Di Dacrah kuantitatif. lakukan di Daerah
Kabupaten Kediri(Studi Kabupaten Kediri
Kasus Di Desa sedangkan
Sambireksik Kecamatan penelitian saya
Gampengrejo). dilakukan pada di
Gorby Jonathan, (2014) KPP Pratama 1lir
Timur Palembang. |

Sumber: Penulis, 2016



12

B. Landasan Teori
1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(perubahan keempat) tentang ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro dalam Resmi (2013:
1) bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor
public berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan
tidak mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjukkan, yang
digunakan sebagai alat pendorong untuk mencapai tujuan yang ada
diluar bidang keuangan Negara.

Menurut Djajadinigrat dalam Resmi (2013: 1) Pajak adalah
sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas
Negara yang discbabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,
tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk
memelihara kesajahteraan secara umum. Menurut Dr. N.J. Feldmann

dalam Resmi (2013: 2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
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dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara
menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak
memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. luran dari rekyat kepada Negara
yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut
brupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaanya.

3. Tanpa Jasa Timbal (Kontraprestasi) dari Negara yang secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditunjukan adanya kontraprestasi individual pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
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b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya
pembangunan suatu Negara, menurut Mardiasmo (2013: 1) fungsi
pajak terdiri atas beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, Pemerintah
berupaya memasukkan uang sebanyik-banyalmya untuk ke kas
Negara, upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi
maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan
peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), _Bea Materai, dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (Regulatoir)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksankan
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta
mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3. Fungsi Redistribusi
Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan umur pemerataandan
keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan
tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih

besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
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4. Fungsi Demokrasi
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong
royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah

kepada masyarakat pembayar pajak.

c. Jenis Pajak

Jenis dan Pembagian Pajak menurut Siti Resmi (2013: 7) adalah
sebagai berikut:
1. Berdasarkan Golongan

a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat
dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban
langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak
Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Sifat

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkz;n pada subjeknya,
yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak

Peﬂghasilan (PPh).
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b. Pajak Objektif adalah pajak yang didasarkan pada objeknya,
tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya:
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Berdasarkan Pemungutnya

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

d. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Kewajiban Wajib Pajak
Kewajiban wajib pajak menurut Undang-undang Nomor
16 Tahun 2000 adalah: |
a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
b) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
¢) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT),
mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke
Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah
ditetapkan
d) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan

e) Jika diperiksa, wajib
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f) Memperlihatkan dan/atau menunjukkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang
pajak.

g) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan
guna memperlancar pemeriksaan

h) Memberikan keterangan yang diperlukan

. Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 16

Tahun 2000 adalah:

a) Mengajukan surat keberatanatau banding

b) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan
mengajukan pemohonan penundaan pemasukan Surat
pemberitahuan

c) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak

d) Menéajukan pemohonan penghapusan dan pengurangan
sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah

€) Memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan
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e. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 9) ada 4 macam Tarif Pajak sebagai

berikut:

1. Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya

semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak

juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif

progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

Tarif Pajak Progresif Progresif

Tarif Pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak
dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah
yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan

presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

. Tarif Pajak Progresif Proporsional

Tarif Pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan
pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya
jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun

kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

. Tarif Pajak Progresif Degresif

Tarif Pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak
dengtan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah

yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun
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e. Tarif Pajak
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kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali
menurun.

Contoh tarif pajak progresif adalah tarif untuk Pajak
Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) hurufa

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 112
Tarif Pajak Orang Pribadi berdasarkan
Pasal 17 ayat (1) hurufa
0 - Rp 50.000.000,00 5%
Rp 50.000.000,00 - Rp 250.000.000,00 15%
Rp 250.000.000,00 - Rp 500.000.000,00 25%
Lebih dari Rp 500.000.000,00 30%
Sumber: Mardiasmo 2013

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi dalam negeri tersebut termasuk tarif progresif

degresif.

. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif
degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya
semakin kecil bila jumlah yang dijadikanj dasar pengenaan pajak
semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin

kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil.
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akan tetapi malah bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan
dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.
. Tarif Proporsional
Tarif Proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar
objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara
sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang
menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang
dijadikan dasar pengenaan pajak. semakin besar jumlah yang
dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah
pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU
No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan
tarif proporsional sebesar 10%.
a) Tarif Tetap
Tarif Tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar
nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan
dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). Dengan adanya PP No.
24 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah Bea Meterai
dengan nilai nominal sebesar Rp3.000,00 dana Rp6.000,00
b) Tarif Advalorem
Tarif Advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu

yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
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¢) Tarif Spesifik
Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas
suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang
tertentu.

d) Tarif Efektif
Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan
dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh

Wajib Pajak.

f. Stelsel Pajak

Dalam pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2013: 6)
dikenal 3 macam stelsel pajak, yaitu:
1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata,
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun
pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui.
Kelebihan stelsel ini lebih realisti, sedangkan kelemahénnya pajak
baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil

diketahui).
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2. Stelsel Anggapan (Fictif Stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur
dalam undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun pajak
dianggap sama dengan satu tahun sebelumnya, sehingga pada awal
tahun pajak yang telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang
untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat
dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.
Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada
keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel
anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak
disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak
menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, wajib
pajak harus melunasi kekurangannya. Demikianlah pula
sebaliknya, apabila lebih kecil wajib pajak dapat meminta kembali

kelebihan pajak yang telah dibayarnya.
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g. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti (2015: 5) terdapat 3 asas pemungutan pajak,
yaitu:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan
(domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara akan
mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan
perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident)
atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang
bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak
dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu
berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam
sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan
menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep
pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu
maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri (world-wide
income concept).

2. Asas Sumber, yaitu negara yang menganut asas sumber akan
mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang
akan dikenakan pajak itu diperoleh orang pribadi atau badan yang
bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam

asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari
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orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab
yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang
timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing
bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di
Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

. Asas Kebangsaan atau asas nasionalisme atau disebut juga asas
kewarganegaraan (nationality/citizenship principle) dalam asas ini,
yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status
kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh
penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari
mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti
halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan
asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas
nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide
income.

Terdapat beberapa berbedaan prinsipil antara asas domisili atau
kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu
pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua
asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan
kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek
yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan
berstatus sebagai penduduk atau domisili (dalam asas domisili) atau

berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini,
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asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu
penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi
landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan
dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari
orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan
tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama
pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dimana
saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber,
penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada
penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang

ada di negara yang bersangkutan.

h. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013: 11) sistem pemungutan pajak
dapat dibagi menjadi 3 yaitu:
| 1. Official Assessment System
_ Sistem ini memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk
menekan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut

pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan.
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2. Self Assesment System
Sistem ini memberi kewenangan wajib pajak dalam menentukan
sendiri jumlah wajib pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan
memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

3. Withholding System
Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak
ketiga yang ditunjuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.

i. Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Susyanti (2015: 4) agar pemungutan pajak tidak
menimbulkan hambatan atau perlawan, maka pemungutan pajak harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang
Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-
masing wajib pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni

dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan
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keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan
banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang
ditetapkan.

Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat
Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayvat 2. Hal
ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik
bagi negara maupun bagi warganya.

Pemungutan Pajak Tidak Menganggu Perekonomian (Syarat
Ekonomi)

Pemungutan pajak tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan
produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan
kelesuan perekonomian masyarakat.

Pemungutan Pajak Harus Efisien ( Syarat Finansial)

Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa
pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan
digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan
demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan
seefisien mungkin srhingga bisa memasukkan uang ke kas negara
sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan

sekecil-kecilnya.
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5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana)
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarkat dan memeuhi kewajiban perpajakannya.
Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang Undang perpajakan yang
baru.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Mardiasmo (2013: 169) Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak
bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan
netto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP
maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Besarnya PTKP selalu
disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi.
Yang artinya apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi dari
pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai
pengawai/karyawan dan buruh atau penerima penghasilan sebagai
objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan
pemotongan PPh Pasal 21. Dibawah ini akan dijelaskan tentang PTKP
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. PTKP tahun 2009 sampai
dengan tahun 2012 melalui Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008
a) Rp 15. 840.000,- untuk WPOP sendiri

b) Tambahan Rp 1.320.000,- untuk WPOP yang menikah
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c) Tambahan Rp 15.840.000,- untuk istri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami.

d) Tambahan Rp 1.320.000,- untuk setiap anggota keluarga sedarah
dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat
yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak maksimal 3
orang tanggungan.

PTKP tahun 2012-2014 melalui Peraturan Menteri Kevangan Nomor:

PMK 162/PMK.011/2012

a) Rp 24.300.000,- untuk WPOP sendiri

b) Tambahan Rp 2.025.000,- untuk WPOP yang menikah

c) Tambahan Rp 24.300.000,- untuk istri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami.

d) Tambahan Rp 2.025.000,- untuk setiap anggota keluarga
sedarahdan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak
angkat yang menjadi ‘ tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak
maksimal 3 orang tanggungan.

Seperti yang ditunjukan pada paragraf sebelumnya bahwa
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terﬁs mengalami perubahan
dari tahun ketahun. hal ini merupakan kebijakan perintah yang
semata-mata untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada
Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih banyak penghasilan yang
dapat digunakan sebagai konsumsi Wajib Pajak. Perlambatan

ckonomi global turut mempengaruhi kebijakan dalam menaikkan
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PTKP. PTKP tidak dapat terlepas dari standar biaya hidup, apabila
biaya hidup meningkat maka diperkirakan PTKP juga akan
mengalami kenaikan. Penyesuaian PTKP dari tahun ketahun yang
berlaku ditahun 2009-2012 ke tahun 2013 memiliki selisih sebesar
Rp 8.460.000,- bagi Wajib Pajak sendiri sebesar Rp 705.000,- bagi

Wajib Pajak kawin dan Wajib Pajak yang memiliki tanggungan.

3. Pengertian WPOP

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk
pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa
penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang berséngkutam dengan
nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam konteks orang pribadi,
penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun
penghasilan-penghasilan lainnya.

Dalam hal orang pribadi menjalankan kegiatan usaha dan

melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan
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mengurangkan peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan
biaya usaha. Penghasilan neto dari kegiatan usaha selanjutnya akan
dilakukan beberapa penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif.
Penyesuaian ini adalah penyesuaian penghasilan neto komersial dalam
rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang
dapat bersifat menambah maupun mengurangi penghasilan kena
pajak.

Dalam hal wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas namun peredaran usahanya atau peredaran brutonya
kurang dari Rp4,8 miliar setahun maka Wajib Pajak dapat
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Selain itu
Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara,
notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek juga wajib

melaporkan penghasilan brutonya dan Pajak Penghasilannya.

. Pajak Penghasilan (PPh)

Undang- undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan undang-undang nomor 7
tahun 1991. Undang-undang nomor 36 tahun 2008, yang dimaksud
dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk
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dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang

bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun.

1) Pajak Penghasilan PPh 21

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak
nomor Kep. 545 Tahun 2003 tentang PPh Pasal 21. Pajak
Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak yang dikenakan sehubungan
dengaan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk dalam pengertian
imbalan berupa gaji/upah, honorarium, tunjangan, uang pesangon,
uang pensiun, bonus, hadiah, uang saku beasiswa, komisi dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui
pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib
ﬁelakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal
21726 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana
pension, badan, perusahaandan penyelenggara kegiatan.
Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar
oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh
Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang

pada akhir tahun.
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Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan
yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun
2000 dan terakhir No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal
21. Termasuk pemotong pasal 21 dalam Peraturan Menteri
Keunangan Nomor 252/KMK.03/2008.

2) Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu ketentuan tentang angsuran
pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi yang menperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas
atau bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha untuk setiap bulan
selama tahun pajak berjalan. Dasar Hukum PPh Pasal 25 adalah
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah
menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang

Undang Nomor 17 Tahun 2000.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian
Menurut Sugiyono (2012: 13) jenis penelitian dilihat dari tingkat

eksplanasi:

1. Penelitian Deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel
mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif
Penelitian kompratif adalah suatu penelitian yang bersifat
membandingkan atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel
atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif
Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan dua variabel atau lebih.
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian Deskriptif yaitu untuk mengetahui perubahan penghasilan

tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

34
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama llir
Timur Palembang yang beralamat di JI. Kapten A. Rivai No. 4, Sei

Pangeran Ilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel 111
Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Indikator
Perubahan PTKP | Perubahan PTKP 1. Selisih
ini hanya untuk| ~ Perubahan
mensejahterahkan
masyarakat.
Tingkat Untuk mengukur 1. Jumlah wajib
Pertumbuhan tingkat pajak  yang
Penerimaan pajak | pertumbuhan terdaftar.
penghasilan penerimaan pajak 2. Realisasi
penghasilan penerimaan
setelah Pajak.
dilakukannya
perubahan PTKP.

Sumber: Penulis, 2016
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D. Datayang diperlukan

Menurut Sugiyono (2012: 137) data penelitian pada dasarnya dapat
dikelompokkan menjadi:
1) Data Primer
Data Primer adalah data yang langsung memberikan data ~kepada
pengumpul data,
2) Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang tidak langsung membgrikan data kepada
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
sekunder. Data primer yaitu penulis mengambil data langsung dengan
tempat penelitian tanpa melalui perantara yaitu wawancara. Wawancara
pada pegawai KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sedangkan data
sekunder berupa data penerimaan pajak penghasilan tahun 2012-2015

KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012: 137) dilihat dari segi cara atau teknik
pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:
1) Interview (wawancara)

Interview merupakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin menggunakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
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yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal
dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya
sedikit/kecil.

2) Kuesioner (angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden
untuk menjawabnya.

3) Observasi
Observasi merupakan sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri
spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain wawancara dan
kuesioner, observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek
alam yang lain.

4) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
ini berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan komunikasi
langsung dengan karyawan yang ada di KPP Pratama. Dokumentasi
dengan mengumpulkan tulisan, atau karya-karya jurnal dan artikel orang

lain.
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F. Analisis Data dan Teknik Analisis
1. Analisis Data
Menurut Sugiyono (2012: 7) analisis data dalam penelitian dapat
dikelompokan menjadi 2, yaitu:
a) Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan
data dengan menggunakan data yang terbentuk kata, kalimat, skema,
dan gambar.
b) Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan
data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
Metode analisis data yang digunakann dalam penelitian ini adalah
analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan
menggunakan pengujian statistik.
2. Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis
deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan fakta
dengan menggunM angka-angka menggunakan rumus-rumus rasio

atau persentase dari rasio tingkat pertumbuban penerimaan pajak

penghasilan.
Rumus:
. _ - WPn-1
Tiugkat Pertumbuban = (Y7o 00} x 100%



Keterangan:
WP, =Jumlah WP orang pribadi pada bulan selanjutnya.

WP, =Jumlah WP orang pribadi pada bulan sebelum.
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BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) diseluruh Indonesia
didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya, KPP diseluruh Indonesia
bernama kantor inspeksi pajak yang bertugas memungut pajak disekitar
provinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung
penghasilan Negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada
tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan

Negara di bidang perpajakan yang mana Inspective Van Financjen.

Sejak Kemerdekaan, nama tersebut masih dipakai beberapa tahun
lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman
kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi jawatan pajak dan
setelah beberapa tahun lamanya tugas-tugas yang ada semakin berat
fungsinya bukan hanya mengurus satu masalah saja, maka pada
tahun1963 nama tersebut diganti menjadi Kantor Inspeksi Kevangan dan
secara nasional menjadi Direktorat Jendral Pajak, sedang untuk daerah

tingkat 1 dengan nama kantor inspeksi
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pajak. Demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah
berkembangnya 42 perekonomian, seperti Sulawesi, maka dirasa periu

untuk dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Kantor Inspeksi Ujung Pandang
Kantor Inspeksi Pajak Ujung Pandang wilayahnya meliputi propinsi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

2) Kantor Inspeksi Manado
Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi propinsi Sulawesi Utara
dan Sulawesi Tengah.
Pada tahun 1989 nama kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor
Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI
No.KEP/276/KMK.Ol/l989 tanggal 25 maret 1989 untuk mengawasi
para wajib pajak yang tersebar di kota-kota lain selain Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar
pada Daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Kantor yang ada di
gedung Keuangan Negara Ujung Pandang.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Hlir Timur Palembang didirikan
berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-
159/P1/2008 Tentang direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan
Jambi. Saat mulai beroperasinya KPP Pratam; Palembang Ilir Timur

adalah 9 September 2008.
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3.
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Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Visi :

Visi Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah “Menjadi institusi pemerintah
yang menyelenggarkan system administrasi Perpajakan modemn yang
efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan
profesionalisme yang tinggi”.

Misi :

Maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki misi “menghimpun
penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang
mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) melaui sistem administrasi perpajakan yang
efektif dan efisien.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur

Palembangmenyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan
subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta surat lainnya



4. Penyuluhan perpajakan

5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak

6. Pelaksanaan ckstensifikasi

7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak

8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan

10. Pelaksanaan intensifikasi

11. Pelaksanaan administrasi Kantor Pajak Pratama
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4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit
unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya
pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau
kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan,
saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur organisasi pada umumnya kemudian digambarkan
dalam suatu bagan yang disebut bagan organisasi. Bagan organisasi
adalah suatu gambar struktur organisasi yang formal, dimana dalam
gambar tersebut ada garis-garis (instruksi dan koordinasi) yang
menunjukan kewenangan dan hubungan komunikasi formal, yang

tersusun secara hierarkis.



BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
ILIR TIMUR PALEMBANG
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S. Tugas Pokok

Tugas Pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur

Palembang adalah menata dan mengadministrasikan administrasi

perpajakan, serta menggamankan penerimaan pajak di wilayah kerjanya.

Berikut adalah tugas pokok dari sub bagian dan seksi-seksi yang

menunjang tugas pokok tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Ilir Timur Palembang.

1.

Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata

usaha, dan rumah tangga.

. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data,

pengamatan potensi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,

pelayanan dukungan teknisi komputer, aplikasi e-SPT dan e-Fillin,

 serta penyiapan laporan kerja.

. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan sumber pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,
penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak,

pelaksanaan ekstensifikasi serta melakukan kerja sama perpajakan.
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. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Bertugas mengoordinasi pelaksanaan dan penatausahaan, pengamatan
potensi perpajakan, pendapat objek dan subjek pajak, penilaian objek
pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

. Seksi pengawasan dan konsultasi

Melakukan pengawasan keputusan wajib pajak, bimbingan/himbauan
kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak,
penyusunan profit wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak,
melakukan evaluasi hasil banding.

. Seksi Pemeriksaan

Menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan
pemeriksaan, peneribitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan
pajak, serta administrasi pemriksaan perpajakan lainnya.

. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatusahaan piutang pajak, penundaan dan
angsuran tunggakaﬁ pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan
piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan pemeriksaan pajak, yang meliputi pemeriksaan lengkap
dan pemeriksaan sederhana.

. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsuitasi Perpajakan (KP2KP)

Indralaya



Melakukan urusan, pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan

kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama

dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

6. Data KPP Pratama llir Timur Palembang

Tabel IV.1
Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 21
Tahan 2012-2015
Penerimaan Pasal 21 Total Setahun
Tahun | Kuartal 1 Kuartal 11 Kuartal III
2012 54.607.965.844 | 103.388.366.151 66.090.824.180 | 224.087.156.175
2013 61.909.655.198 106.012.100.033 70.211.402.225 | 238.133.157.456
2014 65.604.562.615 110.207.628.809 76.244.341.537 | 252.056.532.961
2015 63.491.958.706 116.260.925.664 75.176.840.057 | 254.929.724.427

Sumber: KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Pemanfaatan pendapatan suatu Negara mencerminkan bagaimana Negara

tersebut untuk maju. Indonesia menggunakan salah satu penerimaan pendapatan

Negara yang berpotensi besar yaitu pajak yang menyumbang 70% dari

keseluruhan pendapatan negara dalam berbagai fungsi kenegaraan. Indonesia

merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang variatif kepada

masyarakat, yaitu sesuai dengan tingkatan golongan pendapatannya. Salah satu

pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat alah pajak

penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-undang nomor 36
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tahun 2008, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal indonesia maupun lvar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan

bentuk apapun.

Pemerimah menaikkan PTKP tersebut karena perkembangan ckonomi dan
moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat.
Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli
masyarakat meningkat. PTKP identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya
pajak penghasilan diharapkan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak

penghasilan dalam bentuk konsumsi maupun saving/tabungan.

Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPn dan pajak
atas bunga dari saving/tabungan akan meningkat. Dalam mengukur perubahan
PTKP terhadap Tingkat Pertumbuhan digunakan rasio untukl mengetahui apakah
perubahan PTKP memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak

penghasilan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.
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B. Pembahasan Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat pertumbuhan WPOP dan
penerimaan pajak penghasilan, peneliti menggunakan skala Rasio. Berikut
ini adalah rumus dan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan WPOP dan
penerimaan pajak penghasilan.
Rumus :
Tingkat Pertumbuban = (*-o-Y"2"0) x 100%
Tabel IV.2 ‘
Hasi) Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Penghasilan
Tahun PTKP PPh 21 Pertumbuhan% PPh 25 Pertumbuhan%
Setahun
2012 | 15.840.000 { 224.087.156.175 1,58% | 14.123.849.418 11,92%
2013 | 24.300.000 { 238.133.157.456 6,26% | 13.131.585.207 -102%
2014 | 24.300.000 | 252.056.532.961 5,85% | 8.121.588978 -38,15%
2015 | 36.000.000 | 254.929.724.427 1,14% | 8.861.507.020 9,11%
Rata- 3,71% -6,04%
rata
Sumber: Data Sekunder yang diolah
Tabel IV.3

Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuban WP OP Terdaftar
Jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Hir Timur Palembang

Tahun Dasar Hukum Jumlah WPOP Pertumbuhan%
2012 UU No. 36 Tahun 2011 110.995 9,77%

2013 PMK 162/PMK.011/2012 120.155 8.25%

2014 PMK 162/PMK.011/20]12 130.497 8,60%

2015 PMK 122/PMK.010/2015 139.090 6,58%
Rata-rata 8,30%
Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dapat Xita lihat tabe) diatas, penerimaan PPh pasa) 21 bagi karyawan,

pegawai, dan buruh dan PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi di KPP
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Pratama Ilir Timur Palembang. Penerimaan PPh pasal 21 tahun 2012 sampai
2015 berturut-turut sebesar Rp 224.087.156.175, Rp 238.133.157.456, Rp
252.056.532.961, Rp 254.929.724.427 dengan rata-rata pertumbuhan 3%
(1,58%+6,26%+5,85%+1,14%:4) dan penerimaan terbesar di KPP Pratama
Ilir Timur Palembang terjadi di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013
sebesar Rp 14.046.001.281 (Rp 238.133.157.456 — Rp 224.087.156.175)
artinya Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berdampak besar terhadap
pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Hasil Penelitian ini sama dengan
penelitian yang dilakukan oleh Sri Suranta (2006) dengan judul “Pengaruh
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak” dengan hasil analisis
perbandingannya menyatakan bahwa pengaruh perubahan (kenaikan)
Penghasilan Tidak Kena Pajak ternyata tidak menurunkan realisasi
penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Meskipun
diketahui bahwa dengan perubahan PTKP menjadi tinggi yang berada
dibawah Upah Minimum Kota (UMK) menjadikan kewajiban untuk
mendaftarkan diri bagi karyawan, pegawai, buruh dan bagi wiraswasta
menjadi lebih longgar dikarenakan tidak ada kewajiban bagi mereké yang

memiliki penghasilan dibawah PTKP untuk memiliki NPWP.

Penerimaan PPh pasal 25 di KPP Pratama Ilir Timur Palembang di tahun
2013 dan 2014 mengalami penurunan -38% yaitu Rp -5.009.997.771 (Rp

8.121.588.978 — Rp 13.131.585.207).
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Analisa Perubahan PTKP Terbhadap Tingkat Pertumbuhan

Penerimaan Pajak Penghasilan

Dilihat dari penjelasan diatas, maka peneliti menganalisa bahwa perubahan
PTKP tersebut tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan di KPP Pratama
Ilir Timur Palembang. Untuk Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di
KPP Pratama Ilir Timur Palembang tersebut dari tahun ke tahun terus
konsisten mengalami kenaikan ditahun 2015 setelah berubahnya PTKP yang
harus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor
122/PMK.010/2015 sebesar 1% untuk KPP Prafama Ilir Timur Palemban,
sedangkan penerimaan PPh Pasal 25 orang Pribadi (Wajib Pajak yang
bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha/pekerjaan bebas) terjadi penurunan
ditahun 2013 sampai dengan 2014 sebesar 38% tetapi untuk tahun 2015
setelah ditetapkan PTKP yang baru menurut peraturan menteri keuangan
Nomor 122/PMK.010/2015 mengalgmi kenaikan 9% di KPP Pratama Ilir
Timur Palembang. Artinya perubahan PTKP yang telah ditetapkan dalam
peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 menunjukkan
bahwa perubahan PTKP tersebut tidak mengakibatkan laju pertumbuhan
PPh pasal 21 dan 25 orang pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang

mengalami penurunan malah semakin menaik.



BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan
mengenai Analisis Perubahan- PTKP Terhadap Tingkat Pertumbuhan
Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Ilir Timur'Palembang, maka
disimpulkan bahwa perubahan PTKP yang diterapkan terhadap tingkat
pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Ilir Timur
Palembang mengalami kenaikan sebesar 3%, sedangkan penerimaan pajak'
penghasilan PPh 25 di KPP Pratama Ilir Timur Palembang mengalami
penuruhan ditahun 2013 sampai dengan 2015 scbesar 38%, akan tetapi
ditahun 2015 setelah ditetapkannya dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 122/PMK.010/2015 mengalami kenaikkan sebesar 9% di KPP

Pratama Ilir Timur Palembang.
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B. SARAN

Berdasarkan hasil dari simpulan penelitian, penulis akan mencoba
memberikan beberapa saran yaitu:
1. Bagi Perusahaan
KPP Pratama Ilir Timur Palembang agar tetap mempertahankan
konsistensi dalam hal meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak
penghasilan dan perlu melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak atau
perluasan subjek pajak yang berkala, contohnya dengan menjaiin
kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah KPP untuk
mewajibkan semua karyawan memiliki NPWP atau menjadi wajib pajak.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan variabel
lain yang dapat mémpengaruhi penerimaan pajak penghasilan selain
perubahan PTKP yang diterapkan dimasa yang akan datang aturan
perpajakan di Indonesia belum tentu setiap tahunnya sehingga

penelitinya selalu mengikuti aturan terbaru.
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